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'-e =a Gre sik r-ang ingin setara
ie ngan iurah (Komp as J awa
T vnw,I4/07 /2006) bukan
su atu hal yang baru di kalang-
..:. :paratur desa Tunfutan
serupajuga banyak terjadi di
oe rb agai kabupaten di Jawa
Timur.

Fenomena seperfi ini cukup wa-
jar di tengah belum membuminya
penerapan sistem otonomi daerah
(otoda) bagi pemerintahan di dae-
rah Alasannya klasik, belum cukup
alokasi anggaran untuk memberi-
kan insentif kesejahteraan bagi apa-
ratw desa" Hal itu berbeda dengan
kesejahteraan pegawai kelurahan
yang karenaberstatus pegawai nege-
ri sipil (PN$, maka sudah terjamin.

Padahal, tantangan kepala desa
lebih berat daripada lurah. Perta-
ma. dalam hal kelemahan sumber
daya manusia (SD\d). Sebagaimana
diketahui, sebagian besar perang-
kat desa di Jawa Timur masih lulus-
an setingkat SIITP. Tidak jarangha-
nya lulusan SD. Kelemahan SDM
ini berpengaruh besarpada pola ke-
pemimpinan dan manajerial desa.

Pola interaksi dan komunikasi ke-
pala desa dengan warganya berpo-
tensi mengalami mispersepsi yang
kaiau tidak disikapi secara bijak bi-
sa berujung pada timbulrya per-
musuhan, seperti kasus carok mas-
sal yang menewaskan 7 orang dan
salah satunya Kepala Desa Bujur
Tengah, Batu Marmar, Pamekasan,
Madur4 beberapa wakLu lalu. Oleh
karena itu, kepala desa harus me-
nguasai psikologi massa sekaligus
pola pendekatan yang terbaik da-
lam lnenghadapi masyarakat de-
ngan beragam karalcter.

Kedua, dalam bahasa Emil Dur-
kheim, masyarakat desa yang ho-
mogen lebih memiliki solidaritas
mekanik, sementara masyarakat
kelurahan lebih heterogen dan me-
miliki solidaritas organik. Konse-
kuensi logisny4 kalau adakebijak-
an pemerintah, masyarakat desa ti-
dak serta-merta menerim4 tetapi
perluwaktu dan'sosialisasi yang in-
tens terutama pelibatan tokoh kul-
tural yang disegani. Adapun ma-
syarakat kelurahan lebih mudah
mengikuti kebij akan pemerintah.

Ketiga perlu modal politik. Da-
lam arena pemilihan kepala des4
tidak ada calon yang tak mengelu-
arkan modal uang baik untuk pa-
niti4 aparat pemerintah (dari ke-
camatan hingga kabupaten), mau-
pun kepolisian. Juga untuk mem-
beli suara masyarakat. Tidak heran
jika calon kepala desa mempunyai
utang puluhan hingga ratusan juta
rupiah. Akibatny4 ia harus menca-

ri cara agar bisabalik modal dan ka-
Iau bisa mendapat untung jika
menjabat sebagai kepala desa.

Keempat, budaya nepotisme di
desatinggi, terutama dalam penyu-
sunan aparaturdes4 sedangkan ne-
potisme di kelurahan lebih sedikit
karena mekanisme dan prosedur-
nyajelas. Kelima didesabelum ada
mekanisme pemberian uang bagi
kepala desa yang purnabalti. Seba-
lilceva bag: lurah, karena bersLaiir-<
PNS, bisa berharap uang pensiun

Karena itq tuntutan aparat desa
khususnya mengenai kesetaraan
dalam konteks kesejahteraan cu-
kup masukakal, Di satu sisimereka
ingin memberikan pelayanan ter-
baik, tetapi di sisi lain mereka ter-
belit kebutuhan hidup yang kurang
rnemadai.
I Jatimteriiiridari 624kecamat-
andan7.728 desa dan 716 kelurah-
an. Untuk itu, pemerintah perlu
melakukan reformulasi kebijakan
yang mengutamakan asas propor-
sionalitas antarakerja dankesejah-
teraan bagi aparatur desa.

Langkah strategis yang perlu di-
rumuskan, pertam4 Pemerintah
Provinsi Jatim menyegarkan kem-
balivisi dan misi aparatur desa se-
suai dengan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan desa dengan sema-
ngat jiwa pamong praja (melayam
ral<yat), bukan pangreh praja (pe-
nguasaralryat).

Kedu4 pemerintah segera
menginventarisasi aset pemerin-
tah di desa. Hal ini untuk menvela-

matkal aset negara dari pralctil<
dan perilaku aparat desa yang me-
rugikan negar4 seperti melakukan
tular guling tanah kas desa mani-
pulasi data serta penjualan secara
ilegal.

Hasil riset di lapangan menun-
jukkan sebagian besar aset lahan
kas desa yang diasurnr.il<an nenia-
di sumber pengha-.il.:r arr.=r Cesa
justru dikelola f:err': L.;- -:!uJi
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mencari sumber lairl m iL i rSa dari
pencairan dana untukprorek pem-
bangunandidesa.

Ketiga Pemprov Jatim dengan
pemkab se-Jatim perlu duduk ber-
sama unhrk merumuskan pemba-
gian Einggaran antara APBD pro-
vinsi dan kabupaten terutama me-
ngenai anggaran, baik untuk kese-
jahteraan perangkat desa dan pur-
nabaktinya maupun dalam prosesi
pemilihan kepala desa

Keempat, perlu ada mekanisme
pelaporan berkaia atas kinerja ke-
pala desa. Hai ini penting meng-
ingat di sebagian besar desa setelah
pemberlakuan otoda, kendati telah
terbentuk badan pengawas des4
mekanisme pengawasan atas pe-
rencanaan dan realisasi pemba-
ngunan tidal< berlangsune sebauai-
manaamanahL-L Otoda
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